
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR :Z. 7 TAl·IUN ' '2. ()c} i 

T-ENT/\NG 

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN DAERAH KA.BUP ATEN DAERAH 
TINGKAT II KARANGANY AR NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDIT AN RAKYAT 
BADAN KR.EDIT D.KSA KABUPATEN DAERAH 

Mcnimbang 

Mengingat 

TING KAT II KARANGANY AR 

DENGAN RAl-IMA T TUI-IAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANY AR, . 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tcntang Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Baclan Kredit Desa Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karanganyar yang disahkan dengan Keputusan 
Gubemur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 
J 1 / 1997 dan diuncfangkan dalam Lembaran Daerah K.abupaten 
Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D 
Nomor 4 sudah tidak. scsuai lagi dcngan perkembangan dewasa 
ini, oleh karcna itu pcrlu diubah; · 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur clan ditetapkan dcngan 
Peraturan Daerah. 

1. Undang-unclang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupatcn Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa 
Tcngah; ·. 

2. Undang-unclang No·mor · 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

3. Unclang-unclang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lernbar~ ~cgara Republik Indonesia Nomor 3772) 
sehagaimana telah diuhah <lengan Unda.ng-unda.ng Nomor 10 
Tahun 1998 (Lcmharan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 182, Tamh.1han Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 379); 

4. lJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcmcrintahan 
Dacrah (l .cmbaran Nt:eara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tambaha.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839); 



5. Kcputusan Prcsi<lcn Nomor 44 Tahw1 1999 tcntang Tcknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-un<lang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden; 

6. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat; 

7. Kepuh1s~n Mcntcri Kcuangan Nomor 221/KMK.017/1993 
tentang Bank Perkrc<litan Rak-yat; 

8. Keputusan Mentcri Datam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat; 

9. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Dan Otonomi Dacra.h Nomor 
45 Tahun 2000 tcntang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan 
Daerah Bank Perkreclitan Rakyat; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 
46 Tahun 2000 fontang Pegawai Perusahaan Daerah Rank 
Pcrkrc<lit.an Rakyat; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat nadan Krc<lit. Dcsa Kabupatcn Dacrah 
Tingkat JI Karanganyar (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Dacrah 
Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4). 

Dengan persetujuan 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABUP ATEN KARANGANY AR 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan : PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN KARANGANY AR TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
BADAN KREDIT DESA KABUf ATEN DAERAH TINGKAT II 
KARANGANYAR 

Pasal I 

Pcraturan Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 
Tahun 1996 lcntang Pcrn11ahaan Dacrah Bank Pcrkrcdit.m Rakyat Ba<lan 
Kredit Desa Kabupaten Dacrah Tingkat II Karanganyar yang disahkan 
dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
188.3 / 11 / 1997 dan diundangkan dalam J.,embaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4 
cliubah sebagai bcrikut : · 

1. Scmua kata Bupati Kcpala Dacrnh <liubal1 dan dibaca Bupati. 

2. Semua kata Gubemur Kepala Daerah dan Gubemur Kepala Daerah Cq. 
Assistcn Sckwilda Tingkat I bi<lang A<lministrasi Pembangunan <liubah dan 
dibaca Gubemur. 

----- --



3. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, dan c diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dawn Peraturan Dacrah ini yang <limaksu<l <lcngan : 

a. Daerah adalah Kabupatcn Karanganyar, 

b. Pcrncrintah Dacrah adala.h Bupati bcscrta Pcrangk.at Dacrah Otonom yang lain scbagai 
Badan Ek.sekutif Daerah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar, 

d. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tcngah; 

e. Perusahan Dacral1 Bank Perkrcditan Rakyat Badan Kredit Desa yang selanjutnya 
disingkat PD. BPR BKD adalah Bank Pcrkrcditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah 
yang Modalnya bail< seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daeral1 yang 
dipisahkan; 

f. Direksi adalah Direksi PD. BPR BKD; 

g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pcngawas PD. BPR BKD; 

h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR BKD. 

4. Ketentuan Pasal 3 ayat ( 2 ) diubah schingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 
bcrikut : 

Pa.'lal 3 

(1) PD. BPR BKD scbagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah i.ni berkeduduka.n 
di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar. 

(2) PD BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1 ) Pasal ini dapat membuka Kantor 
Cabang atau Cabang Pembanlu dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan membuka 
Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai dcngan peraturan yang berlaku. 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) clan ayat (2) diubah schingga kcsclumhan Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Modal Dasar PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini 
ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 ( cnam milyar rupiah). 

(2) Modal disctor PD. BPR BKD adalah Ht:hcHar Rp. 1.122.400.000,00 (Hatu milyar 
tiga ratus dua puluh <lua juta cmpat ratus 1ibu rupiah). 

(3) Modal PD. BPR BKD merupakan Kckayaan Daeral1 yang clipisahkan, 

6. Ketentuan Pasal 11 diubal1 dan dibaca scbagai bcrikut : 

Pasal 11 

Untuk dapat diangkat rncnjadi Anggota Din.:ksi harus inernenuhi pcrsyaratan sebagai 
berikut: 

a. Tidak tennasuk clalam <lafiar orang tcrccla di hidang pcrbankan scsuai clcngan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 



b. MempWl)'ai integritas berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang meliputi akhlak clan 
moral yang bail<, mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku clan bersedia 
mengembangkan clan melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secarn 
sehat; 

c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Daftar Penilai.an Prc:stasi Kcrja (DPPK) tcrakhir dengan nilai rata-rata bail< atau 
keterangan dari Instansi Caton yang mcliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, 
kejujuran dan kepemirnpinan; 

c. Memiliki L1ta.r bclakang pcn<li<likan sckurang-kurangnya 11ctingkal Diploma Ill atau 
Sarjana Muda clan diutamakan Sarjana lcngkap (Sl) di bidang ekonontl keuangan atau 
hukum; 

f. Memiliki pengalaman kerja dibidang Pcrbankan, sekurang-kurangnya 2 (clua) tahun. 
Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (salu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % 
(lima puluh perseratus) dari Anggota Dircksi wajib bcrpengalaman clalam operasional 
bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahw1 scbagai pejabat di bidang pendataan atau 
perkreditan; 

g. Usia belurn mclampaui 60 (cnam puluh) tahun. 

7. Ketentuan Pasal 12 di tarn bah ayat ( 6 ) scbagai bcrik1.1t : 

(6) Anggota Direksi yang tclah ha bis masa jabatannya c1an tidak diangkat lagi, sebagai 
direksi serta belwn memasuki masa pcrn~iun dapat diangkat dalam jabatan struktural 
tertinggi clibawah Direksi. 

8. Kctcntuan Pa11al 22 ayat ( 2 ) <liuhah 111.:hingg.1 kcsclurnhan Pasal 22 bcrbunyi scbagai 
bcrikut: 

Pasal 22 

(1) Dewan Pcngawas mcnctapkan kcbijaksanaan umum, mcnjalankan pengawasan clan 
pengcndalian serta pcmbinaan tcrhadap PD. 13PR BKD. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang­
kurangnya 2 (dua) orang, salah scorang diangkat:sebagai K.etua Dewan Pengawas. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pcngawas bertanggungjawab kepada Bupati. 

(4) Antar sesama Dewan Pengawas clan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan 
Anggota Dircksi ti<lak botch a<la hubung,in kcluarga sampai <lcrajat kcliga baik 
menurut garis lurus maupun kcsamping tcrmlSuk menantu dan ipar. 

(S) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah 
pengangk.atan, maka untuk melanjutkan jabatimnya diperlukan izin tertulis dari 
Bupati. 

(6) Anggota Dewan Pcngawas tidak botch mcmpunyai kcpentingan pribadi baik langsung 
maupun tidak langsung pada PD. BPR BK.D atau Badan Hukum / Perorangan yang 
diberi krcdit oleh PD. BPR BKD. 



9. Kctentuan Pasal 38 diubal1 dan dibaca scbagai bcrikut : 

Pasal 38 

PD. BPR BKD dapat melakukan kerja san,a dengan Perbankan dan atau Lembaga 
Kcuangan serta lembaga lainnya da1arn usaha pcningkatan modal, manajemen dan 
profesionalisme Perbankan. 

Pa.sal II 

Peraturan Dacral1 ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

A~ar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah m1 dengan penempatannya <lalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

K.aranganyar 
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LErAEARAN DAERAH J-SARUPATEN ~~u\NGANYAR 
TAHUN J.,.QQI NOMOR -96 SERI D. 6;t , 


